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PRESS RELASE  

PERPRES PELIBATAN TNI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME,  

ANOMALI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA 

 

1. Komnas HAM  RI berdasarkan mandat Pasal 89 ayat (1) huruf b UU Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia sejak awal telah memberikan masukan kepada Pemerintah dan 

DPR RI terkait UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.  

2. Bahwa pada 16 April 201, Komnas HAM RI menyampaikan sikap kelembagaan (position 

papper) kepada DPR RI melalui Ketua Pansus Muhammad Syafi'i, terutama berkaitan 

berbagai muatan pasal yang berpotensi menjadi ancaman terhadap perlindungan, pemenuhan 

dan penegakan hak asasi manusia, satu diantaranya menyangkut pelibatan TNI dalam 

pemberantasan tindak pidana terorisme.  

3. Bahwa Komnas HAM RI memandang pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana 

terorisme tidaklah tepat didasarkan pada 2 (dua) alasan yaitu :  

pertama, aspek legal yaitu bahwa TNI bukanlah aparat penegak hukum melainkan alat 

pertahanan negara. Hal itu diatur jelas dalam: (a) Pasal 30 ayat (3) dan (4) UUD 1945; (b) 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2000 

TAHUN 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; (c) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian; dan (d) UU Nomor  34 

Tahun 2004 tentang TNI. Pemisahan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa 

penggabungan yang selama ini terjadi menyebabkan kerancuan dan tumpang tindih antara 

peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian 

sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat.  

Kedua, penentuan kriteria keterlibatan yang belum jelas karena dasar hukum UU Perbantuan 

belum ada dan/atau UU yang mengatur Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam 

prespketif negara hukum dan HAM, pelibatan militer baru dilakukan ketika teror sudah 

mengancam kedaulatan negara dan institusi penegak hukum sudah tak bisa mengatasinya lagi. 



Ketentuan ini dapat dasarkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian RI menyatakan “Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia 

yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.  

4. Bahwa Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor Nomor 42 Tahun 2019 tentang 

Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI telah membentuk Komando Operasi 

Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI) dari matra darat, laut, dan udara yang, 

yang salah satu tugasnya adalah menjadi pencegah, penindak dan pemulihan aksi terorisme 

yang dapat menimbulkan potensi pelanggaran hak asasi manusia.   

5. Bahwa saat ini, Pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden tentang Tugas Tentara 

Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme sebagaimana amanat Pasal 43I  ayat (3) 

UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.  

6. Bawha apabila dilakukan pencermatan maka terdapat berbagai hal-hal yang akan mengancam 

upaya perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM di Indonesia terutama mengenai hal-

hal sebagai berikut :  

(a) Ruang lingkup terlalu luas meliputi tugas penangkapan, penindakan dan pemulihan yang 

dalam prespektif hukum dapat dimaknai sebagai sebagai tindakan intelejen, penyelidikan, 

penyidikan, bahkan sampai dengan tindakan remedey (pemulihan).  

(b) Tindakan penangkalan dapat melampaui kewenangan dan tugas pokok fungsi TNI dan 

berpotensi berbenturan dengan berbagai instansi dan stakholders lainnya seperti BNPT 

dan kementerian terkiat kerena melaksanakan fungsi : (a) pemberdayaan masyarakat, 

peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan sarana prasarana, pengembangan kajian 

terorisme, dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme; (b) kontra narasi, kontra 

propaganda atau kontra ideologi secara langsung atau tidak langsung; dan (c) 

deradikalisasi dengan tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi dan 

reintegrasi sosial berupa pembinaan wawasan kebangsaan, keagamaan dan 

kewirausahaan.  

(c) Bahwa tindakan penangakalan tersebut juga dilakukan dengan (1) operasi intelejen (mulai 

dari penyelidikan, menggagalkan aksi, dan mengubah sikap, opini dan tingkah laku 

pelaku); (2) operasi teritorial melalui upaya mereduksi radikalimse, pemberdayaan 

masyarakat dan menimbulkan semangat perlawanan terorisme; (3) pembangunan opini 

dan perang siber.  

(d) Aspek penindakan yang dilakukan sangat luas dan tidak proporsionalitas, meliputi aksi 

teror terhadap Presiden/ Wakil Presiden beserta keluarganya, serta tamu negara yang 

berada di Indonesia; aksi teror terhadap WNI dan perwakilan RI di luar negeri; teror 

terhadap kantor perwakilan negara sabahat atau organisasi internasional; kapal dan 

pesawat di luar wilayah Indonesia; kapal dan pesawat asing yang ada di Indonesia; aksi 

teror di kawasan ZEE; dan aksi teror yang membahayakan idelogi negara, keadulatan dan 

keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa.  

(e) Bahwa aksi penindakan tersebut dilakukan oleh TNI secara langsung dan pelaksanaanya 

dilakukan oleh Koopssus TNI, meskipun demikian perlulah tetap dalam kendali 

Kepolisian (penanganan aksi terorisme dalam negeri) dan/atau BNPT jika terhadap 



fungsi-fungsi khusus yang melekat pengamanan terutama presiden/wakil presiden, beserta 

mantan dan keluarganya, serta aksi terorisme di luar negeri.  

(f) Penindakan mengatasi aksi terorisme dilaksanakan dengan menggunakan strategi, taktik 

dan tehnik militer sesuai dengan doktrin TNI (draf Pasal 9 ayat 2) berpotensi terjadi 

pelanggaran hak asasi manusia karena militer dalam doktrinya adalah alat perang untuk 

menghancurkan musuh, bukan penindakan dan dilanjutkan pada proses hukum di 

pengadilan.  

(g) Pemulihan yang diperluas untuk diamanatkan kepada TNI adalah tidak tepat karena 

mencakup rehabilitasi (pemulihan berupa penyembuhan korban terdampak) dan 

rekonstruksi (perbaikan sarana dan prasarana).  Seharunya kewenangan tersebut adalah 

menjadi ranah BNPT, kecuali permintaan bantuan semata-mata dalam aspek teknis bukan 

substansi strategis.  

(h) Draf Pasal 16 ayat (1) melamahkan institusi atau lembaga-lembaga lainnya karena kerja 

sama dilakukan TNI dalam penanganana aksi terorisme bukan kewajiban – akan tetapi 

hanya dapat jadi memberikan keleluasaan TNI melakukannya tanpa mengindahkan 

regulasi yang mengatur bahwa TNI adalah alat pertahanan negara bukan keamanan 

negara.  

(i) Pendanaan sangat luas sumbernya dan berpotensi terjadi duplikasi karena bisa didasarkan 

pada sumber APBN, APBD dan sumber-sumber lain.   

Berdasarkan hal-hal tersebut , Komnas HAM RI menolak Draf Perpres tentang Tugas Tentara 

Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme dan mendesak Pemerintah untuk kembali 

melakukan review terhadap draf tersebut karena sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi 

dan upaya menjaga, melindungi dan menegakan HAM di Indonesia.  
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